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Abstrak

Pengaturan hubungan finansial antara industri kesehatan dan tenaga profesional medis telah menjadi isu
kebijakan global yang krusial karena berdampak langsung pada biaya dan kualitas layanan kesehatan.
Interaksi ini, meskipun esensial untuk inovasi, dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berisiko
mengkompromikan integritas profesional. Di Indonesia, masalah ini menjadi sangat relevan karena lemahnya
implementasi regulasi, normalisasi gratifikasi, dan perubahan lanskap kebijakan pasca-UU Kesehatan No. 17
Tahun 2023. Studi ini bertujuan memetakan berbagai model tata kelola sponsorship di tingkat global untuk
mengidentifikasi pembelajaran kebijakan bagi Indonesia. Melalui metode scoping review terhadap 32
dokumen relevan dari periode 2015-2025, studi ini membandingkan pendekatan tata kelola dari berbagai
negara. Hasilnya menunjukkan tiga model utama: mandat legislatif berbasis transparansi (contoh: Amerika
Serikat), regulasi mandiri oleh industri (contoh: Eropa), dan model hibrida dengan kesenjangan implementasi
(contoh: Indonesia). Ditemukan bahwa transparansi saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten.
Kajian ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat kerangka regulasinya dengan mengadopsi mandat
transparansi yang diwajibkan hukum dan membentuk badan pengawas lintas sektor yang independen untuk
memastikan akuntabilitas.

Kata Kunci: Tata Kelola, Sponsorship, Konflik Kepentingan, Gratifikasi, Industri Kesehatan

Abstract

Regulating financial relationships between the health industry and healthcare professionals has become a
crucial global policy issue due to its direct impact on the cost and quality of healthcare services. While
essential for innovation, these interactions can create conflicts of interest that risk compromising professional
integrity. In Indonesia, this issue is highly relevant due to weak regulatory implementation, the normalization
of gratification, and the changing policy landscape following Health Law No. 17 of 2023. This study aims to
map global sponsorship governance models to identify policy lessons for Indonesia. Using a scoping review of
32 relevant documents from 2015-2025, this study compares governance approaches from various countries.
The analysis reveals three main models: a transparent legislative mandate (e.g., the U.S.), industry self-
regulation (e.g., Europe), and a hybrid model with implementation gaps (e.g., Indonesia). A key finding is that
transparency alone is insufficient without consistent enforcement. This review recommends that Indonesia
strengthens its regulatory framework by adopting a legally mandated transparency requirement and
establishing an independent, cross-sectoral oversight body to ensure accountability.
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PENDAHULUAN

Kolaborasi antara industri kesehatan dengan
para profesional medis merupakan pendorong
inovasi dan fasilitator penting bagi pendidikan
kedokteran berkelanjutan (Brennan et al., 2006;
Jayasinghe, 2021). Namun, interaksi ini secara
inheren sarat dengan potensi konflik kepentingan
(conflict of interest - COI), yang muncul ketika
kepentingan primer seorang tenaga medis, yaitu
kesejahteraan pasien dan integritas ilmiah, berisiko
dipengaruhi oleh kepentingan sekunder seperti
keuntungan finansial (Brennan et al., 2006). Risiko
ini bukanlah teoretis; bukti empiris secara
konsisten menunjukkan dampaknya. Sebuah
tinjauan sistematis Cochrane menemukan bahwa
studi yang disponsori industri 34% lebih mungkin
menghasilkan kesimpulan yang menguntungkan
produk sponsor (Lundh et al., 2017). Di Amerika
Serikat, studi juga mengaitkan pembayaran dari
industri dengan peningkatan peresepan obat
bermerek yang lebih mahal (Modi et al., 2018;
Yeh et al., 2016). Temuan-temuan ini menegaskan
bahwa interaksi finansial dapat secara terukur
memengaruhi praktik klinis, yang berpotensi
meningkatkan biaya layanan kesehatan secara
tidak perlu.

Di Indonesia, lanskap hubungan ini
menghadirkan sebuah "paradoks tata kelola". Di
satu sisi, negara memiliki kerangka hukum
berlapis yang tampak kuat, mencakup Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 58 Tahun
2016 tentang Sponsorship, Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Kode
Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) (Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Sponsorship bagi
Tenaga Kesehatan, 2016; Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001,
Santosa et al., 2018). Namun di sisi lain, kerangka
ini terbukti tidak efektif di lapangan. Kegagalan
implementasi ini terungkap secara dramatis pada
tahun 2016, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) merilis laporan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang
mengidentifikasi dugaan aliran dana gratifikasi
sebesar Rp 800 miliar dari satu perusahaan farmasi
kepada para dokter selama periode tiga tahun
(Gabrillin, 2016; Wijaya, 2016). Masalah ini
bersifat sistemik dan berkelanjutan, sebagaimana
dikonfirmasi oleh data terbaru dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan untuk paruh
pertama 2023, yang menunjukkan ketimpangan
pelaporan ekstrem: 13.313 laporan sponsorship
dari industri hanya diimbangi oleh 555 laporan
dari tenaga kesehatan penerima (rasio 24:1),
menandakan masifnya jurang kepatuhan terhadap
Permenkes 58/2016 (Novindry & Puspita, 2023).

Kesenjangan implementasi ini berakar pada
faktor  sosio-ekonomi  dan  kultural yang
fundamental. Kegagalan negara dalam

menyediakan pendanaan yang memadai untuk
Pendidikan Profesional Berkelanjutan (Continuing
Professional  Development - CPD) telah
menciptakan ketergantungan struktural pada
sponsorship industri, mengubahnya dari pilihan
etis menjadi keharusan profesional  untuk
memenuhi syarat lisensi (Merry et al., 2023; Sari
& Darwati, 2023). Ketergantungan ini memicu
normalisasi praktik gratifikasi, yang sering kali
dibingkai bukan sebagai pelanggaran, melainkan
sebagai "subsidi" yang diperlukan atau manifestasi
budaya "balas budi" (Maradona, 2021; Windiarti,
2024). Disonansi antara hukum formal yang
melarang, kebutuhan profesional yang mendesak,
dan norma kultural yang memaklumi, menjadikan
penegakan hukum menjadi sangat sulit.

Situasi ini mencapai titik kritis dengan
disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Dengan mengakhiri era organisasi
profesi tunggal, undang-undang ini berisiko
menciptakan fragmentasi pengawasan etis dan
potensi "perlombaan ke bawah" (race to the
bottom) dalam standar etika untuk menarik
anggota atau pendanaan (A. et al., 2025; Tungga,
2023). Kesenjangan antara kerangka hukum yang
komprehensif dan implementasi yang lemah,
diperparah oleh potensi fragmentasi pengawasan
akibat legislasi baru, merupakan masalah utama
tata kelola yang mendasari penelitian ini.
Berdasarkan permasalahan tersebut, studi ini
secara eksplisit bertujuan untuk menjawab
pertanyaan: "Bagaimana model tata kelola
sponsorship industri kesehatan di berbagai negara
diatur, dan apa pembelajaran kebijakan yang dapat
ditarik untuk mereformasi kerangka tata kelola di
Indonesia?" Untuk itu, sebuah scoping review
dilakukan guna memetakan dan menganalisis
secara sistematis berbagai pendekatan global
sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi
kebijakan yang konkret dan berbasis bukti.

METODE

Studi ini menggunakan metode scoping
review yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga
Agustus 2025, mengacu pada kerangka kerja
Arksey & O’Malley (2005) dan dipandu oleh
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews
(PRISMA-ScR) (Tricco et al., 2018). Pertanyaan
penelitian disusun menggunakan kerangka PCC
(Population, Concept, Context), dengan populasi
tenaga kesehatan, konsep mencakup sponsorship
industri, konflik kepentingan, dan gratifikasi,
dalam konteks kebijakan global.

Strategi pencarian literatur yang
komprehensif diterapkan pada lima database
elektronik: MEDLINE (melalui Pubmed), Scopus,
Science Direct, Health & Medical Collection
(ProQuest), dan The Lens. Pencarian juga
diperluas untuk mengidentifikasi grey literature
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dari situs web organisasi pemerintah dan non-
pemerintah yang relevan. Strategi pencarian
menggunakan kombinasi kata kunci dengan
operator Boolean, seperti: ("health personnel” OR
"tenaga kesehatan™) AND ("sponsorship”) AND
("conflict of interest” OR "konflik kepentingan"
OR "gratifikasi").

Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah: (1)
artikel yang dipublikasikan antara Januari 2015
hingga Agustus 2025; (2) tersedia dalam format
teks lengkap; dan (3) secara spesifik membahas
interaksi antara industri kesehatan dan tenaga
kesehatan  terkait sponsorship, COI, atau
gratifikasi. Artikel dieksklusi jika tidak relevan
dengan topik tersebut. Proses seleksi literatur
dilakukan  secara  sistematis = menggunakan
perangkat lunak Rayyan.ai. Tahapan dimulai
dengan penghapusan duplikat, diikuti dengan
penyaringan judul dan abstrak (screening) oleh
dua peninjau secara  independen  untuk
meminimalkan  bias.  Perbedaan  pendapat
diselesaikan melalui diskusi. Terakhir, artikel yang
lolos tahap penyaringan ditinjau secara teks
lengkap (full-text review) untuk menentukan
kelayakan akhir.

Data dari artikel yang terpilih diekstraksi ke
dalam matriks pemetaan data dan dianalisis secara
naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Sesuai dengan kerangka kerja scoping review yang
bertujuan untuk memetakan cakupan literatur,

Gambar 1. Diagram Alir PRISMA-ScR
HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi artikel dirangkum dalam
Gambar 1. Pencarian awal teridentifikasi sebanyak
2.067 artikel di lima database (MEDLINE
(Pubmed) sebanyak 180 artikel, Scopus sebanyak
394 artikel, Science Direct sebanyak 7 artikel,
Health & Medical Collection (ProQuest) sebanyak
707 artikel, dan The Lens sebanyak 779 artikel).
Setelah penghapusan 537 duplikat, sebanyak 1.530
artikel disaring berdasarkan judul dan abstrak,
yang menghasilkan 88 artikel yang dinilai layak
untuk ditinjau teks lengkapnya. Setelah dilakukan
evaluasi teks lengkap, berdasarkan kriteria inklusi
dan ekslusi yang telah ditentukan, sebanyak 32
dokumen akhir dimasukkan dalam studi ini, yang
terdiri dari 22 artikel dan 10 dokumen grey
literature.

Karakteristik dari dokumen yang disertakan
menunjukkan  keragaman  metodologis  dan
geografis yang luas. Desain penelitian yang
ditemukan  mencakup  studi  observasional
kuantitatif, studi kualitatif, metode campuran,
analisis kebijakan, dan kajian yuridis. Secara
geografis, sumber-sumber yang dianalisis berasal
dari berbagai negara, dengan konsentrasi studi
yang signifikan dari Amerika Serikat dan beberapa
negara Eropa. Selain itu, terdapat pula studi kasus
dan analisis kebijakan dari negara-negara di Asia

penilaian kualitas metodologis formal terhadap (termasuk Indonesia, Pakistan, Bangladesh),
studi yang disertakan tidak dilakukan, dan hal ini Australia, dan Amerika Latin (Brasil).
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Karakteristik umum dari dokumen-dokumen metodologis, disajikan pada Tabel 1.

ini, yang mencakup keragaman geografis dan

Tabel 1. Karakteristik Dokumen yang Disertakan dalam Studi

Penulis & Tahun lT\IontekS/ Metode Fokus Utama
egara
(Frane et al., 2021) AS Observasional Analisis pembayaran industri kepada ahli bedah
(Database) ortopedi.
(Beilfuss & Linde, 2021) AS Panel Ekonometrik  Dampak pemasaran opioid pada peresepan
dokter.
(Han et al., 2022) AS Kohort Tren pembayaran industri kepada dokter di awal
karier.
(Al-Areefi et al., 2020) Yaman Survei Potong Interaksi dokter & perwakilan medis di regulasi
Lintang lemah.
(Mulinari et al., 2021) Eropa (7 Analisis Evaluasi transparansi di bawah regulasi mandiri
negara) Komparatif (EFPIA).
(M. Khan et al., 2024) Pakistan RCT Pragmatis Efektivitas intervensi pendidikan etika.
(Modi et al., 2018) AS Observasional Hubungan pembayaran & peresepan obat
(Database) urologi.
(M. S. Khan et al., 2024) Pakistan Mixed-methods Faktor pelanggengan gratifikasi di klinik privat.
(Sharma et al., 2018) AS Observasional Hubungan pembayaran & peresepan obat
(Database) mabhal.
(Murayama, 2025) AS Analisis Tren Serial ~ Analisis 10 tahun pembayaran non-riset ke ahli
anestesi.
(Karanges et al., 2021) Australia Observasional Pembayaran industri terkait praktik reproduksi
Retrospektif berbantu.
(Gul et al., 2021) Pakistan  Survei Kuali-kuanti ~ Persepsi dan hambatan promosi farmasi yang
etis.
(Ozieranski et al., 2025) Inggris Analisis Kebijakan  Argumentasi perlunya legislasi transparansi di
Inggris.
(Ali et al., 2022) Yordania Survei Potong Sikap dokter terhadap alat promosi &
& Irak Lintang pengaruhnya.
(Debs et al., 2024) AS Potong Lintang Analisis pembayaran industri ke ahli bedah
(Database) saraf akademik.
(Yehetal., 2016) AS Observasional Hubungan pembayaran & peresepan statin
(Database) bermerek.
(Vallee et al., 2025) AS Audit Silang Diskrepansi deklarasi COI di konferensi & data
publik.
(Chowdhury, 2025) Banglades Kajian Pertimbangan etis dalam praktik pemberian
h Kebijakan/Kasus  hadiah.
(Jayasinghe, 2021) Sri Lanka Esai Kebijakan Etika COIl sponsorship untuk konferensi
& LMIC akademik.
(Gultom et al., 2022) Indonesia Kajian Yuridis Analisis gratifikasi dalam kerangka hukum
Indonesia.
(Fabbri et al., 2016) Italia Audit Situs Web Studi COI antara organisasi profesi & industri.
(Handayani, 2021) Indonesia Studi Hukum Tinjauan medikolegal gratifikasi &

(Pengurus Besar Ikatan Dokter  Indonesia Pedoman Profesi
Indonesia, 2017)

(World Health Organization, Global Model Kebijakan
2024)

(Royal College of Physicians Irlandia Kebijakan

of Ireland, 2024) Institusional
(Centers for Medicare and AS Laporan Program
Medicaid Services, 2024) Tahunan
(Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Peraturan Menteri

tentang Sponsorship bagi
Tenaga Kesehatan, 2016)

(Office of Inspector General, AS Panduan Penegakan

implementasi Permenkes.
Pedoman resmi IDI tentang dukungan &
sponsorship.

Rekomendasi larangan sponsorship dari industri
susu formula.

Contoh kebijakan institusional yang mengatur
sponsorship.

Laporan resmi implementasi program Open
Payments.

Kerangka regulasi nasional sponsorship bagi
nakes.

Peringatan risiko hukum pada speaker
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Department of Health and
Human Services, 2022)

programs.

(Santos, Ancel.la, 2017) Eropa Laporan Kebijakan  Laporan komparatif transparansi hubungan
finansial.

(Frizzo, 2018) Brasil Ikhtisar Regulasi ~ Tinjauan kerangka hukum promosi produk
medis.

(Department of India Kode Nasional Kode etik nasional praktik pemasaran farmasi.

Pharmaceuticals, Government
of India, 2024)
(AdvaMed, 2021) AS

Materi Edukasi

Ringkasan kewajiban di bawah Sunshine Act.

Analisis lebih lanjut mengidentifikasi tiga
model utama tata kelola sponsorship yang
dominan secara global. Perbandingan ringkas dari
ketiga model tersebut disajikan pada Tabel 2, yang
kemudian diuraikan secara analitis dan komparatif
dalam sub-bagian berikut.

Tabel 2. Perbandingan Model Tata Kelola
Sponsorship Global

Dimensi Amerika Eropa Indonesia
Analisis Serikat (Regulasi (Hibrida)
(Mandat Mandiri)

Legislatif)
Pendekata Mandat Regulasi Hibrida &
n Utama Hukum & Mandiri & Fragmentasi
Wajib Sukarela
Mekanism  Database Kode Etik Peraturan +
e Inti Publik Industri Hukum
Terpusat Pidana
Kekuatan  Ketersediaa Fleksibilita Potensi
Kunci n Data s Industri Sanksi
Granular Pidana
Kelemaha  Paradoks Celah Kesenjanga
n Kritis Transparans Persetujua n
i n (Consent Implementa
Loophole)  si
Pelajaran  Perlu Model Perlu
Kunci penegakan  yang harus koordinasi
aktif dihindari &
transparansi

Tren Global dan Analisis Komparatif Model

Tata Kelola

Analisis terhadap literatur yang disertakan

mengungkapkan adanya tren global yang jelas:
pergeseran dari model regulasi mandiri yang
berbasis pada kepercayaan industri menuju
intervensi negara yang lebih tegas melalui mandat
transparansi yang diwajibkan hukum. Evolusi ini
didorong oleh semakin banyaknya bukti empiris
yang menunjukkan bahwa regulasi mandiri gagal
memberikan akuntabilitas yang memadai. Isu
lintas sektoral yang juga menonjol adalah
perdebatan mengenai definisi "transfer nilai" yang
sah dan batasannya dengan gratifikasi ilegal,
sebuah area abu-abu yang dieksploitasi di banyak
yurisdiksi. Dalam konteks ini, analisis mendalam
terhadap tiga model tata kelola utama memberikan
pelajaran yang sangat berharga.
Model Mandat Legislatif

Model mandat legislatif, yang dicontohkan
oleh Physician Payments Sunshine Act di Amerika

Serikat, merupakan standar emas dalam
transparansi, di mana industri secara hukum
diwajibkan melaporkan semua "transfer nilai"
kepada tenaga kesehatan ke dalam database publik
terpusat (Open Payments) (AdvaMed, 2021).
Keunggulan utama model ini adalah ketersediaan
data granular yang masif, yang telah memicu
lahirnya ratusan studi empiris yang menganalisis
dampak pembayaran industri terhadap praktik
klinis, serta meningkatkan kesadaran publik
tentang potensi COI (Han et al., 2022; Sharma et

al., 2018).
Namun, pengalaman di AS juga
mengungkap "Paradoks Transparansi";

ketersediaan data saja terbukti tidak cukup untuk
mengubah perilaku secara fundamental. Studi
menunjukkan bahwa transparansi bahkan dapat
memiliki "efek pembenaran”, di mana keterbukaan
justru menormalisasi penerimaan dana karena
dianggap sah selama dilaporkan (Beilfuss & Linde,
2021). Fenomena ini terjadi karena beberapa
alasan: kurangnya pemahaman publik untuk
menginterpretasi data mentah, serta kegagalan
lembaga pengawas untuk secara sistematis
menggunakan data tersebut untuk investigasi.
Dengan demikian, pelajaran paling krusial bagi
Indonesia adalah bahwa adopsi database publik
terpusat merupakan langkah yang perlu, namun
tidak mencukupi. Sistem transparansi harus
dirancang sejak awal bukan sebagai portal
informasi pasif, melainkan sebagai alat intelijen
aktif untuk mekanisme pengawasan dan penegakan
hukum yang proaktif, yang melibatkan analisis
data rutin dan audit berbasis risiko.
Model Regulasi Mandiri

Model regulasi mandiri yang dominan di
Eropa, dipandu olen EFPIA Disclosure Code,
bergantung pada kepatuhan sukarela industri
farmasi terhadap kode etik yang mereka buat
sendiri (Santos, Ancel.la, 2017). Meskipun secara
teoretis model ini  menawarkan fleksibilitas,
praktiknya menunjukkan kegagalan sistemik.
Kelemahan fatalnya terletak pada “celah
persetujuan’ (consent loophole), yang
mengizinkan industri untuk tidak mengungkap
data secara individual jika tenaga kesehatan tidak
memberikan persetujuan. Akibatnya, sebagian
besar data dilaporkan dalam bentuk agregat,
menjadikannya anonim dan tidak berguna untuk
akuntabilitas publik (Mulinari et al., 2021).
Kegagalan ini menunjukkan bahwa tanpa mandat
hukum yang mengikat, kepentingan industri untuk
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menjaga kerahasiaan sering kali mengalahkan
kepentingan publik akan transparansi, sebuah
dinamika yang kemungkinan besar akan
direplikasi di Indonesia jika pendekatannya serupa.

Namun, preseden penting muncul dari
Spanyol, di mana badan perlindungan data
nasional memutuskan bahwa kepentingan publik
untuk mengetahui potensi COI mengesampingkan
hak privasi individu, sehingga mewajibkan
pengungkapan individual (Santos, Ancel.la, 2017).
Kasus ini memberikan landasan hukum yang kuat
bahwa transparansi dalam profesi kesehatan
bukanlah sekadar masalah privasi, melainkan
prasyarat untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh
karena itu, pelajaran bagi Indonesia sangat jelas:
model regulasi mandiri Eropa adalah sebuah studi
kasus kegagalan yang harus dihindari. Setiap
reformasi di Indonesia harus memastikan mandat
transparansi yang bersifat wajib dan individual,
dengan preseden hukum Spanyol memberikan
justifikasi yang kuat untuk menolak potensi lobi
industri yang mungkin mengusulkan pendekatan
serupa yang lebih lemah.

Model Hibrida

Indonesia, di atas kertas, memiliki model
hibrida yang kuat dengan menggabungkan
peraturan administratif (Permenkes 58/2016) dan
ancaman sanksi berat dari hukum pidana (UU
Tipikor). Namun, kekuatan ini menjadi tidak
efektif karena kegagalan implementasi (de facto)
yang disebabkan oleh dua faktor utama:
pengawasan yang terfragmentasi antar lembaga
dan ketiadaan transparansi publik. Fragmentasi
terjadi karena Kemenkes, KPK, dan organisasi
profesi beroperasi dalam silo, dengan definisi
"gratifikasi" yang sering kali tidak selaras dan
tanpa mekanisme koordinasi untuk investigasi
bersama (Gultom et al., 2022; Handayani, 2021).
Akibatnya, tidak ada lembaga yang memiliki
gambaran utuh dan otoritas tunggal untuk
menindak.

Kegagalan tata kelola ini  memiliki
konsekuensi  ekonomi yang nyata: biaya
sponsorship dibebankan ke dalam harga obat, yang
kemudian ditanggung oleh pasien dan sistem
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berkontribusi
pada tingginya harga obat di Indonesia dan
mendorong peresepan yang tidak rasional (tempo,
2015; Wijaya, 2016). Kondisi ini sangat kontras
dengan Brasil, yang juga memiliki kerangka
regulasi kuat namun didukung oleh badan
regulator tunggal (ANVISA) yang memiliki
otoritas jelas untuk melakukan investigasi dan
memberikan sanksi denda yang kredibel (Frizzo,
2018). Pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa
masalah utamanya bukan Kketiadaan hukum,
melainkan ketiadaan mesin penegakan yang
terkoordinasi. Alih-alih menciptakan hukum baru,
Indonesia perlu "mengaktivasi" kerangka yang ada
dengan membentuk mekanisme pengawasan

terpusat yang berotoritas, belajar dari efektivitas
model regulator tunggal Brasil.
Implikasi Arah Reformasi Kesehatan di
Indonesia

Momentum reformasi yang diciptakan oleh
UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 harus
dimanfaatkan secara strategis. Dengan mengakhiri
monopoli organisasi profesi, UU ini secara
fundamental mengubah lanskap pengawasan etis
dari yang sebelumnya didelegasikan ke profesi,
menjadi tanggung jawab yang harus diambil alih
oleh negara untuk mencegah "perlombaan ke
bawah" dalam standar etika. Ini membuka jendela
peluang politik untuk mentransformasi tata kelola
dari yang bersifat simbolis menjadi substantif.

Berdasarkan analisis komparatif, arah
reformasi yang paling logis bagi Indonesia adalah
penguatan model hibrida melalui dua pilar utama
yang diadopsi dari praktik terbaik global. Pertama,
mengadopsi kekuatan model legislatif AS dengan
menciptakan mandat transparansi radikal yang
diwajibkan hukum, tanpa celah persetujuan seperti
di Eropa. Kedua, mengadopsi efektivitas model
Brasil dengan membentuk badan atau gugus tugas
pengawas tunggal yang terkoordinasi. Gugus tugas
lintas sektor ini (melibatkan Kemenkes, KPK, dan
perwakilan organisasi profesi) harus diberi mandat
yang jelas untuk mengelola database transparansi,
melakukan analisis data dan audit berbasis risiko,
serta mengoordinasikan penegakan sanksi (baik
administratif, etis, maupun pidana). Langkah ini
akan memastikan bahwa semua organisasi profesi,
baik yang lama maupun yang baru, beroperasi di
bawah kerangka akuntabilitas nasional yang sama
dan konsisten.
Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan
yang perlu diperhatikan. Pertama, sesuai dengan
kerangka kerja scoping review yang bertujuan
memetakan cakupan literatur secara luas, penilaian
kualitas metodologis formal terhadap setiap studi
yang disertakan tidak dilakukan. Akibatnya,
kekuatan bukti dari masing-masing sumber tidak
dievaluasi secara kritis. Kedua, pencarian literatur
terbatas pada artikel berbahasa Inggris dan
Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan bias
bahasa dan mengabaikan studi relevan yang
dipublikasikan dalam bahasa lain. Ketiga,
heterogenitas sumber yang luas, mencakup studi
kuantitatif, kualitatif, hingga dokumen kebijakan,
tidak memungkinkan dilakukannya meta-analisis
untuk menghasilkan estimasi efek kuantitatif

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan adanya evolusi
global dalam tata kelola sponsorship industri
kesehatan, yang bergerak dari model regulasi
mandiri yang terbukti tidak efektif menuju mandat
transparansi  yang diwajibkan oleh hukum.
Kebaruan studi ini terletak pada sintesis bukti-
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bukti global tersebut untuk merumuskan peta jalan
kebijakan yang spesifik dan relevan bagi Indonesia
pada momentum Kkritis pasca-pemberlakuan UU
Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Kontribusi
utamanya adalah  mengidentifikasi  bahwa
kegagalan tata kelola di Indonesia bukan
disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan
oleh tidak aktifnya kerangka hukum akibat
fragmentasi pengawasan dan defisit transparansi.
Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan dua
langkah reformasi yang aplikatif: pertama,
Pemerintah perlu mengadopsi mandat transparansi
radikal melalui regulasi turunan yang mewajibkan
pembentukan database pembayaran  publik
terpusat, serupa dengan Sunshine Act di AS dan
menolak model Eropa yang memiliki celah
persetujuan. Kedua, membentuk gugus tugas
pengawasan lintas sektor (melibatkan Kemenkes,
KPK, dan organisasi profesi) yang berwenang
untuk menggunakan data dari database tersebut
guna melakukan audit berbasis risiko dan
mengoordinasikan penegakan sanksi.
Implementasi  kedua rekomendasi ini akan
menggeser paradigma pengawasan dari reaktif
menjadi proaktif dan akuntabel.
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